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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia isebagai inegara hukum tentunya sangat perlu aturan tertulis 

dalam mengatur dan melaksanakan hukum tata negara (HTN) serta hukum 

administrasi negara (HAN) dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di 

kecamatan atau desa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem 

pemerintahan Presidensial yang memisahkan kekuasaan atau wewenang antara 

Legilatif, Yudikatif, dan Eksekutif. 

 Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan merupakan Produk 

Legfislatif yang Pada dasarnya dapat di revisi atau dapat dirubah untuk 

penyesuaian yang disebabkan oleh adanya ketertinggalan dalam pelaksanaannya  

atau harus disempurnakan seperti halnya isu-isu yang terjadi tentang Revisi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU 

Desa) perihal usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun 

menjadi 9 (sembilan) tahun perperiode, bukan tanpa alasan dalam pengusulan 

perpanjangan tersebut. 

 Usulan  perpanjangan masa jabatan  kepala desa dilatar belakangi oleh 

anggapan bahwa kepala desa merasa dibatasi dan tidak leluasa menjalankan tugas 

dan fungsinya karena aturan-aturan yang dianggap tidak memberikan keleluasaan 

dan jangka waktu dalam mengurus pemerintahan desa yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang yang berlaku dianggap sangat kurang, Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa hal itu berdampak pada optimalnya kinerja kepala desa dalam 

menjalankan tugasnya untuk membangun desa.
1
 

Merubah atau merevisi suatu aturan tertutulis perlu suatu alasan yang kuat  

dan harus dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang, atas alasan periodesasi 

masa jabatan kepala desa. jika alasan tersebut mengenai optimalisasi kinerja 

kepala desa yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat dipedesaan dalam 

pelaksanaan Demokrasi dan hak hak masyarakat desa itu sendiri dalam 

menentukan kelayakan kepala desa sebagai pemimpin desa tersebut dan 

pertimbangan melalui peninjauan Norma-Norma yang berlaku atas Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 

Sejak lahirnya UU Desa kedudukan atas wilayah otonom terhadap  

kewenangan dalam mengatur pemerintahannya secara mandiri menjadi kuat  

walaupun desa bagian kecil dalam Herarki perundang-undangan akan tetapi dalam 

pelaksanaan ketata negaraan mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu, desa ada 

kaitan erat dengan otonomi daerah dan desentralisasi.” Desa punya kewenangan 

dalam  mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang 

diselenggarakan oleh Kepala Desa.
2
 

Istilah ikata iotonomi iberasal idari ibahasa iyunani “autonomy” iyang 

terdiri iatas 2 (dua) ikata iyaitu “autos”  iarti idari ikata isendiri  idan “nomous” 

                                                           
1
 Politik.rmol.id, “Kades Demo Minta Perpanjangan Masa Jabatan Jadi 9 Tahun, 

Pengamat: Presiden Saja 5 Tahun”, dikutip dari 

https://politik.rmol.id/read/2023/01/18/560699/kades-demo-minta-perpanjangan-masa-jabatan-

jadi-9-tahun-pengamat-presiden-saja-5-tahun, <diakses pada 18 januari 2023>. 
2
 Sri Monika Lestari Barimbing, “Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik”, Skripsi, Medan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

HKBP Nommensen, 2022, hlm. 1. 

https://politik.rmol.id/read/2023/01/18/560699/kades-demo-minta-perpanjangan-masa-jabatan-jadi-9-tahun-pengamat-presiden-saja-5-tahun
https://politik.rmol.id/read/2023/01/18/560699/kades-demo-minta-perpanjangan-masa-jabatan-jadi-9-tahun-pengamat-presiden-saja-5-tahun
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yang iberarti ihukum iatau iperaturan ikaitannya idengan iotonomi idaerah iadalah 

pelaksanaan idesentralisasi iyang iartinya ipenyeraha iwewenang ipemerintahan 

kepada idaerah iotonom iuntuk imengatur idan imengurus ipemerintahannya 

sendiri idalam sistem iKesatuan iNegara iIndonesia isesuai iperaturan Perundang-

undangan iyang iberlaku.
3
 

Istilah Daerah idalam iUndang-Undang iNomor 32 iTahun i2004 itentang 

Pemerintahan iDaerah (selanjutnya idisebut iUU PEMDA 2004) diartikan sebagai 

kesatuan imasyarakat ihukum iyang imempunyai ibatas idaerah itertentu, iyang 

berwenang imengatur idan imengurus ikepentingan imasyarakat isetempat 

menurut iprakarsa isendiri iberdasarkan iaspirasi imasyarakat idalam iikatan 

Negara iKesatuan iRepublik iIndonesia. ipada Pasal 1 ayat (1) perumahan UUD 

1945 menyatakan  ibahwasanya “Negara iindonesia iialah inegara ikesatuan 

berbentuk irepublik. inegara iyang imerdeka idan iberdaulat idimana iseluruh 

negarai yang iberkuasa ihanya isatu ipemerintahan (pusat) iyang imengatur 

daerah.” 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(selanjutnya disebut UU PEMDA 2014) menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) 

bahwa “Desentralisasi imerupakan ipenyerahan iurusan ipemerintahan ioleh 

pemerintah ipusat ikepadadaerah iotonom iberdasarkan iasas iotonomi.” iasas 

dekonsentrasi ipelimpahan iwewenang ipemerintahan ioleh ipemerintah ikepada 

gubernur isebagai iwakil ipemerintah idan iatau ikepada iinstansi ivertikal di 

wilayah itertentu. Dan dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa, 

                                                           
3
 Helmy Boemiya, “Desentralisasi Asimetris dalam Pemerintahan Daerah”, Malang, CV. 

Nuswantara, 2018, hlm. 16. 
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Dekonsentrasi adalah ipelimpahan isebagian iurusan ipemerintahan iyang 

menjadi ikewenangan pemerintah ipusat ikepada igubernuri sebagai iwakil 

pemerintah ipusat ikepada instansi ivertikal di iwilayah itertentu, idan/atau 

kepada igubernur idan bupati/walikota isebagai ipenanggung ijawab 

urusan ipemerintahan iumum. 

 

Peran desa juga semakin kuat dengan lahirnya UU PEMDA 2014 dalam 

mengurus dan menciptakan kebijakan pada tataran desa. Dan  kewenangan Kepala 

Desa membentuk dan melaksakan Pemerintahan Desa menjadi kuat 

kedudukannya atas penyusunan rancangan iPembangunan iJangka iMenengah 

Desa (RPJM Desa), iAdanya inominal ianggaran yang menjadi isumber ialat 

belanja i juga memperkuat desa dalam melaksanakan strukturalisasi.
4
  

UU PEMDA 2004 menjelaskan bahwa kedudukan pemerintahan desa 

adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 

18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara tmengakui tdan tmenghormati 

kesatuan-tkesatuan tmasyarakat thukum tadat tserta thak-hak ttradisionalnya 

sepanjang tmasih thidup tdan tsesuai tdengan tperkembangan tmasyarakat tdan 

prinsip tNegara tKesatuan tRepublik tIndonesia, tyang tdiatur tdalam tundang-

undang”. 

UU PEMDA 2004 menempatkan pemerintahan desa di bawah 

kabupaten/kota yang sekarang diganti dengan UU PEMDA 2014 dalam Pasal 1 

ayat 2 yang berbunyi, 

Pemerintahan tDaerah tadalah tpenyelenggaraan turusan pemerintahan 

oleh tpemerintah tdaerah tdan tdewan tperwakilan trakyat tdaerah menurut 

asas totonomi tdan ttugas tpembantuan tdengan tprinsip totonomi seluas-

                                                           
4
 Afif Habibi, “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, Skripsi, Jember, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Jember, 2014, hlm. 12. 
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luasnya tdalam tsistem tdan tprinsip tNegara tKesatuan tRepublik 

Indonesia isebagaimana tdimaksud tdalam tUndang-Undang iDasar 

Negara Republik iIndonesia iTahun 1945. 

 

 

dan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah iDaerah iadalah ikepala idaerah 

sebagai iunsur ipenyelenggara Pemerintahan iDaerah iyangi memimpin 

pelaksanaan iurusan ipemerintahan yang imenjadi ikewenangan idaerah 

otonom”.penambahan sejarah uu desa 

Dalam Pasal 1 ayat (43) UU PEMDA 2014 menyebutkan bahwa, 

Desa adalahldesa ladat latau lyang idisebut lnama llain, selanjutnya disebut 

desa ladalah lkesatuan lmasyarakat lhukum lyang memiliki lbatas wilayah 

lyang lberwenang luntuk lmengatur ldan mengurus lUrusan Pemerintahan, 

lkepentingan lmasyarakat lsetempat berdasarkan lprakarsa masyarakat. 

lHak lasal lusul ldan/latau lhak tradisional lyang ldiakui ldan dihormati 

dalam lsistem lpemerintahan Negara lKesatuan lRepublik lIndonesia. 

 

 

Terlepas dari Otonomi daerah serta desentralisasi Daerah dan peraturan-

peraturan yang memberikan kebebaasan terhadap desa untuk melaksanakan dan 

mengatur pengelolahan desa dalam hal periodesasi masa jabatan kepala desa perlu 

dilakukan peninjauan untuk mempertimbangkan aturan yang ideal dalam 

pelaksanaan dari segi  sejarah agar dapat mempelajari dan membangdingkan 

perkembangan dari masa ke masa. 

Pada masa Orde Baru  dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Desa) 

dengan ibertujuan iuntuk imenyeragamkan inama, ibentuk, isusunan idan 

kedudukan iPemerintahan iDesa, iserta iUndang-Undang ini mengatur masa 

jabatan kepala desa maksimal 16 tahun dalam dua periode. pada tPasal t1 thuruf a 

UU Pemerintahan Desa menyatakan  yang tdimaksud tdengan ”Desa tadalah 

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
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suatu wilayah tyang tditempati toleh tsejumlah tpenduduk tsebagai kesatuan 

masyarakat hukum tyang tmempunyai torganisasi tpemerintahan tterendah 

tlangsung dibawah camat tdan berhak tmenyelenggarakan trumah ttangganya 

tsendiri”.
5
 

Pemerintahan Desa masa reformasi atas dasar pertimbangan bahwa UU 

Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan keadaan serta perlunya 

menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa dan tidak sesuai dengan jiwa 

UUD 1945 maka pemerintah masa reformasi berupaya mewujudkan nilai 

Demokrasi maka lahirlah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PEMDA 

1999), yang mana didalamnya terdapat pengaturan tentang Desa.
6
  struktur 

pemerintahan desa yang disebutkan UU PEMDA 1999  adalah: “Marga yang 

dapat dibentuk, ditiadakan, dan/atau dijadikan satu dengan meninjau kembali 

silsilah prakarsa lmasyarakat latas lpersetujuan lPemerintah lKabupaten ldan 

Dewan lPerwakilan lDaerah lsetempat”. 

Menurut UU PEMDA 1999 perihal Pemerintahan Daerah dijelaskan 

bahwa: “suatu lkesatuan lmasyarakat lhukum lyang lmemiliki lkewenangan luntuk 

mengatur ldan lmengurus lkepentingan lmasyarakat lsetempat lberdasarkan lasal 

usul ldan ladat listiadat lsetempat lyang ldiakui ldalam lsistem lPemerintahan 

Nasional dlan lberada di ldaerah lKabupaten”. pada Pasal 94 UU PEMDA 1999 

                                                           
5
 Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqh Siyasyah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa 

(Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”,  

Skripsi, Surabaya, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, hlm. 03  
6
 HAW. Widjaya, “Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh”, 

Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm. 89. 
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juga meyebutkan bahwasanya di ldesa ldibentuk lpemerintah ldan lBadan 

Perwakilan, lyang lmelaksanakan lPemerintahan lDesa.  

Pemerintah lDesa lterdiri ldari lKepala lDesa dan Perangkat yang tercakup 

didalamnya yakni iterdiri idari iunsur-unsur ipelayanan iseperti iSekretariat iatau 

Tata iUsaha, iunsur ipelaksana iteknis ilapangan idan iunsur iPembantu iKepala 

Desa di iwilayah ibagian iDesa iseperti iKepala iDusun. iSedangkan iBadan 

Permusyawaratan iDesa (BPD) iadalah isebuah ilembaga iyang ianggota-

anggotanya idipilih idari idan ioleh ipenduduk idesa di iIndonesia. 

“Efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah penting dalam 

peningkatan serta lebih memperhatikan hubungan antar struktur tpemerintahan, 

dengan tmemberikan tkewenangan tkepada tdaerah tdisertai tdengan tpemberian 

hak tdan tkewajiban tmenyelenggarakan totonomi tdaerah tpada tkesatuan tsistem 

penyelenggaraan tPemerintahan tNegara. Lahirnya UU PEMDA 2004 merupakan 

peninjauan total atas kelemahan yang terdapat dalam UU PEMDA 1999.” Yang 

selanjutnya disusul dengan UU PEMDA 2004, Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU PEMDA 2004 dilengkapi dengan 

sistem pemilihan langsung kepala daerah. 

Pembatasan kedudukan kepala desa melalui UU PEMDA 1999, UU 

PEMDA 2004, dan UU Desa. Dalam tinjauan konstitusionalisme, inorma itentang 

diperikenankannya iseseorang imenjabat isebagai ikepala idesa iselama itiga 

periode 18 (delapan belas) tahun dalam UU Desa perlu pertimbangan dan 

penyesuaian dengan Konstitusi UUD 1945. Para ahli Hukum Indonesia 

berpendapat bahwa jika masa jabatan terlalu diperpanjang dalam artian tidak 



8 

 

 

 

disesuaikan dengan Konstitusi Republik Indonesia dikhawatirkan timbulnya 

kesewenang wenangan dan dapat menimbulkan korupsi.
7
  

Tinjauan yuridis masa jabatan kepala desa berdasarkan UU atau 

pelaksanaan Pemerintahan desa pada umumnya imasih ibanyak imasalah iyang 

idapat menghambat ipembangunan idesa, ibahkan itidak isedikit iyang isampai ike 

ranah hukum idan imenjerat ikepala idesa isampai iproses iperadilan. iTidak 

ihanya terrdapat ipada imasyarakat idesa  iyang  ikepala idesanya iterjerat ikasus 

isaja yang idirugikan iakibat itersendatnya istrukturalisasi idesa, itetapi isecara 

iumum dan dalam isekala ibesar ibahwa inegara ijuga idirugikan  iPendapatan 

idan ialat belanja iNegaranya.
8
 

Sehingga dalam hal ini, penelitian yang dilakukan aka  n membahas 

mengenai masa jabatan kepala desa dari segi hal perbandingan Undang-Undang 

dan bagaimana sejarah perubahan undang-undang dan tujuan perubahan masa 

jabatan kepala desa dari masa orde baru hingga saat ini dengan bertujuan 

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan konsep politik dan norma  

yang berlaku pada UUD 1945.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Memperhatikan “uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

skripsi ini adalah” 

                                                           
7
 Kompas.com, “Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Bahaya Bagi Demokrasi Tapi Dapat 

Lampu Hijau”, dari Pemerintah” dikutip dari 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/21/08161401/perpanjangan-masa-jabatan-kades-

bahaya-bagi-demokrasi-tapi-dapat-lampu-hijau, <diakses pada Selasa, 21 Februari 2023>. 
8
 Radarjember.jawapos.com, “Kades Klatakan Dituntut Empat Bulan”, dikutip dari 

https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/03/01/2023/kades-klatakan-dituntut-empat-bulan/,  

diakses pada Selasa,  3 Januari 2023>. 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/21/08161401/perpanjangan-masa-jabatan-kades-bahaya-bagi-demokrasi-tapi-dapat-lampu-hijau
https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/21/08161401/perpanjangan-masa-jabatan-kades-bahaya-bagi-demokrasi-tapi-dapat-lampu-hijau
https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/03/01/2023/kades-klatakan-dituntut-empat-bulan/
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a. Bagaimana “politik hukum periodesasi lkepala ldesa ldari l6 (enam) ltahun 

menjadi l9 (sembilan) ltahun? 

b. Apakah periodesasi kepala desa sama dengan konsep Negara Kesatuan 

Republik Indonesia?  

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penulisan yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah adalah 

c. Untuk menganalisis bagaimana politik hukum lmasa ljabatan lkepala ldesa 

ldari l6 (enam) ltahun menjadi l9 (sembilan) ltahun? 

d. Untuk menganalisis apakah periodesasi masa jabatan kepala desa sama 

dengan konsep Negara Kesatuan Indonesia. 

 

1.4. Kegunaan 

Pembahasan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

baik secara teoritis maupun praktis, antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan kajian 

mengenai masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara ipraktis, ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan ijawaban atas 

ipermasalahan iyang iditeliti dan idapat idijadikan isebagai ireferensi ketika 

mempelajari permasalahan hukum terkait masa jabatan kepala desa dal;am 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 
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1.5. Keaslian 

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, telah dilakukan penulusuran 

untuk mencari apakah penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya terkait Peninjauan periodesasi Kepala Desa Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia. Terkait dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang 

mengangkat tentang masa jabatan kepala desa. Berikut beberapa penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana dibawah ini: 

 

Tabel : Keaslian Penelitian 

No 
Nama 

Penulis 

Judul / 

Fakultas Dan 

Universitas / 

Tahun 

Rumusan 

Masalah 
Kesimpulan 

1. Purna#Hadi 

Swasono 

Skripsi: Analisis 

Fiqh Siyasah 

Tentang Masa 

Jabatan Kepala 

Desa (Studi 

Terhadap Pasal 

33 Huruf 1 

Undang-Undang 

Nomor 06 

Tahun 2014 

Tentang Desa. / 

Fakultas Syariah 

dan Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

sunan ampel / 

2019 

a. Bagaimana 

analisis 

terhadap 

masa jabatan 

kepala desa 

berdasarkan 

undang-

undang 

nomor 06 

tahun 2014 

tentang 

Desa? 

b. Bagaimana 

anailis fiqh 

siyasah 

terhadap 

masa jabatan 

kepala desa 

berdasarkan 

undang-

undang 

nomor 06 

tahun 2014 

iAdanya iPasal i33 

ihuruf l UU iDesa 

imemungkinkan 

iterjadinya itirani 

idalam isebuah 

ipemerintahan  

idesa iyang idapat 

imengakibatkan 

iterjadinya 

iketidakadilan iserta 

imemungkinkan 

iterjadinya iKKN 

i(korupsi, ikolusi, 

inepotisme). 

iMasa ijabatan ikepala 

idesa idalam ipasal 33 

ihuruf I UU Desa 

isesuai dengan ifiqh 

isiyasah karena idalam  

ikonsep ikhalifah, 

iseorang iImam 

idiperbolehkan 

imemegang ikekuasaan 
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tentang Desa 

? 

iselama 

idia imampu 

imenjalankannya idan 

itidak iterdapat ibatasan 

iwaktu iseperti iyang 

iditerapkan idalam 

isistem idemokrasi 

iRepublik Indonesia. 

2, Riza 

Multazam 

Luthfy 

Jurnal: @Masa 

Jabatan Kepala 

Desa Dalam 

Prespektif 

Konstitusi / 

Fakultas Syariah 

dan Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Ampel / 

2019 

a. Bagaimana@

perbandingan 

pembatasan 

kekuasaan 

melalui masa 

jabatan 

kepala desa 

pada UU No. 

22 / 1999, 

UU No. 32 / 

2004, dan 

UU No. 6 / 

2014 ? 

b. Bagaimana 

perbandingan 

pembatasan 

kekuasaan 

melalui masa 

jabatan 

kepala desa 

dalam 

peraturan 

perundang-

undangan 

menurut 

tinjauan 

konstitusi? 

iNorma iyang 

imenyebutkan 

idiperkenankannya 

iseseorang imenjabat 

isebagai ikepala idesa 

iselama itiga iperiode 

i(18 itahun) idalam UU 

iDesa bertolak 

ibelakang dengan iarah 

ipolitik hukum idalam 

iUUD NRI Tahun 45 

iDengan demikian, 

inorma tersebut idinilai 

iinkonstitusional. 

iKonstitusi 

imenghendaki ibahwa 

isetiap ipenduduk 

iberhak imenduduki 

ikursi ikepala idesa. 

iSiapa isaja iyang 

iterdaftar iselaku warga 

inegara iIndonesia 

idipersilakan 

imencalonkan idiri 

isebagai ipemimpin 

ikomunitas imasyarakat 

ihukum itersebut. 

iKonstitusi 

imenjunjung itinggi 

iprinsip, inilai, serta 

ietos idemokrasi. 

Beikut bentuk penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan 

penelitian yang dibahas dalam skripsi ini : 

Karya tulis pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono 

yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi 
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Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa”. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yaitu 

periodesasi masa jabatan kepala desa terhadap analisis fiqh siyasah dan dalam 

hasil penelitianya masa jabatan kepala desa dalam Pasal 33 Huruf 1  UU Desa 

telah sesuai dengan fiqh siyasah, seorang Imam diperbolehkan sebab dalam 

gagasan khalifah atau pemerintahan islam selama dia mampu melaksanakan maka 

tidak ada batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik 

Indonesia.. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya mengenai masa jabatan 

kepala desa dalam sistem ketata negaraan dan penelitiannya lebih membahas 

mengenai peninjauan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata negaraan 

Indonesia. Adapun persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-

sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan. 

Karya tulis kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Riza Multazam Luthfy 

yang berjudul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi” 

Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada objeknya yaitu Masa 

Jabatan Kepala Desa Dalam Prespektif Konstitusi dan dalam hasil penelitianya 

norma/aturan yang memperbolehkan iseseorang imenjabat isebagai ikepala idesa 

selama itiga iperiode (18 itahun) idalam UU Desa bertolak ibelakang dengan iarah 

norma ihukum idalam iUUD 1945. Dengan demikian, norma tersebut dinilai 

inkonstitusional.. Sedangkan penelitian skripsi ini, objeknya yaitu mengenai masa 

jabatan kepala desa dalam sistem ketata negaraan dan penelitiannya lebih 

membahas mengenai peninjauan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketata 
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negaraan Indonesia. Adapun persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang 

sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan.. 

 

1.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk menganalisis suatu fenomena 

permasalahan hukum. Kemudian dilakukan pemecahan masalah dari pemasalahan 

hukum tersebut. Dalam proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian 

antara lain:: 

 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal 

research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian dalam mengkaji berbagai 

aturan yang terkait dengan perundang-undangan, peraturan, dan literatur yang 

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
9
. Jenis 

penelitian ini penulis gunakan karena dalam penelitian skripsi ini akan 

menganalisis perihal kesesuaian antara permasalah hukum dengan perundang 

undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

1.6.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan iyang  idipakai iatas ipenelitian iini iadalah ipendekatan 

perundang-undangan i (statute approach). iPendekatan iperundang-undangan 

                                                           
9
 Jhony@Ibrahim, @Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : Edisi Revisi, 

Malang, Bayumedia, 2005, Hlm. 302. 
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adalah ipendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis 

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut-paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani
10

. 

 

1.6.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan Hukum penelitian ini terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan materi yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas
11

. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

2) Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan lhukum lsekunder lmerupakan lbahan lhukum lyang ldapat 

membantu lmenganalisis ldan lmemahami lbahan lhukum lprimer. lYaitu 

berupa lbuku-buku, ljurnal-ljurnal lhukum ldan lputusan lpengadilan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan lhukum ltersier lyaitu lbahan lhukum lyang lmerupakan  

pelengkap lyang lsifatnya lmemberikan lpetunjuk latau lpenjelasan ltambahan 

terhadap lbahan lhukum lprimer ldan lsekunder. lBahan lhukum ltersier lyang 

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada 

Media Grup, 2014, hlm. 133. 
11

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 5, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2003, hlm 67. 
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terdapat ldalam lpenelitian lmisalnya lkamus-kamus lhukum, lkamus lbesar 

bahasa lIndonesia 

 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk lmemperoleh lbahan lyang lsesuai ldan lmencakup lpermasalahan 

dalam lpenelitian lini, lmaka ldigunakanlah lbahan lmelalui lstudi lkepustakaan 

yang lbersumber ldari lperaturan lperundang-undangan, lbuku-buku, ldokumen 

resmi, lpublikasi, lhasil lpenelitian latau lserta lputusan lpengadilan lyang 

berkaitan ldengan lpermasalahan lyang lada ldi lpenelitian lini. 

 

1.6.5. Analisis Bahan Hukum 

Pada lpenelitian lini, ldilakukan ldengan lteknik lanalisis lpreskriptif, 

bertujuan lmemberikan largumentasi lberdasarkan lhasil lpenelitian lyang ltelah 

dilakukan. lArgumentasi lini ldigunakan luntuk lmemberikan lprespektif latau 

penilaian lmenurut lhukum, lnorma lhukum, lasas ldan lprinsip lhukum, ldoktrin 

atau lteori lhukum lterhadap lfakta latau lperistiwa lhukum ldari hasil penelitian
12

.  

 

 

  

                                                           
12

 Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. 


